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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

1. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam 

menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ET, yaitu dengan dasar 

bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam perbuatan 

Terdakwa atas rumusan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam 

dakwaan Subsidair. Oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan 

secara melawan hukum pada pembahasan dakwaan Primair dan Subsidair, 

maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”menjadi 

tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa. Tidak terbuktinya Terdakwa 

melakukan perbuatan pidana sebagaiamana yang didakwakan Penuntut 

Umum, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana 

dalam  dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair sehingga Terdakwa 

harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut. 

2. Penerapan Putusan bebas terhadap Terdakwa ET, ternyata terdapat 

kekeliruan dalam pengambilan Keputusan oleh Pengadilan Negeri 

Gorontalo sehingga dilakukanya sebuah upaya hukum dengan melakukan 



 

kasasi pada tingkat Mahkamah Agung dengan alasan bahwa:  1).Upaya 

hukum terhadap putusan Judex Factie/ Pengadilan Negeri Gorontalo 

merupakan kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi; 2). Pengadilan Negeri 

Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ET 

tersebut, telah melakukan kekeliruan karena “Suatu Peraturan Hukum 

Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya” sehingga dengan demikian apa 

yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan putusan 

bebas tidak murni (niet zuivere vrijspark); 3). Pengadilan Negeri 

Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan 

karena “Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Undang-Undang” 

sebagaimana yang disebuktkan dalam pasal 253 ayat (1) KUHP; 4). 

Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan Putusan Bebas telah 

melakukan kekeliruan karena “Pengadilan Telah Melampaui Batas 

Wewenangnya”. 

3. Pengaturan yang ideal terhadap penjatuhan putusan bebas oleh hakim yaitu 

Mengatur secara detail dalam KUHAP terkait Putusan Bebas Murni dan 

Putusan Bebas Tidak Murni danMahkamah perlu menentukan 

konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dengan cara merevisi pasal tersebut 

dengan menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan 

bebas”.agarkepastian hukum terhadap putusan bebas dapat tercapai bagi 

para pencari keadilan. 



 

5.2 Saran 

1. Perlu bagi pembentuk RUU KUHAP untuk mengatur secara tegas 

kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukn upaya hukum kasasi 

dan upaya hukum lain. Karena belum ada aturan yang jelas mengenai hak 

Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap 

Putusan Bebas; 

2. Perlu untuk bagi kalangan akademisi untuk memberikan pandangan 

hukum kepada lembaga yudikatif terhadap pembentukan hukum yang 

benar demi mendorong terciptanya Sistem Peradilan Terpadu dengan dasar 

yang kuat dan dengan landasan menciptakan keadilan; 

3. Perlu diupayakan dalam mengadili kasus-kasus korupsi ditangani oleh 

hakim-hakim yang berkompeten, jujur dan berani dalam menegakan 

keadilan dengan sebenar-benarnya sehingga menghasilkan suatu putusan 

yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. 
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